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PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau (taman kota) di perkotaan
Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman sudah sesuai
dengan pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 yang
menentukan bahwa ruang terbuka hijau publik di Kecamatan Mlati 382 Ha
faktanya 1.095 Ha dan di Kecamatan Depok 1.067 faktanya 1.591 Ha.
Saat ini (2016) luas taman kota aktif di Kabupaten Sleman yakni 4.170 Ha
atau 7,25% (dibandingkan dengan luas perkotaan) sedangkan luas taman
kota aktif dan pasif di Kabupaten Sleman Yakni 4,274 Ha atau 7,31%
(dibandingkan dengan luas perkotaan) prosentase keduanya memiliki
perbedaan yakni 0,6%.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu
sedang mensosialisasikan Peraturan Daerah  Nomor 1 Tahun 2016
mengenai perlindungan dan pengelolaan kepada masyarakat. Dihimbau
kepada masyarakat agar harus menyediakan tanah kas desa yang akan
digunakan untuk pembuatan ruang terbuka hijau publik karena masih
terbatasnya ketersediaan lahan untuk digunakan sebagai ruang terbuka
hijau publik. Pemerintah pada tahun 2017 juga akan menyusun master
plan ruang terbuka hijau, dimana taman merupakan bagian dari ruang

terbuka hijau. Dengan tersusunnya master plan tersebut kedepan lokasi
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dan luas taman akan semakin bertambah menyesuaikan dengan kebutuhan
kota, baik taman aktif maupun taman pasif.
B. Saran-Saran

1. Pemerintah Kabupaten Sleman hendaknya lebih tegas dalam
menerapkan sanksi-sanksi apabila ada yang melanggar ketentuan batas
minimun adanya ruang terbuka hijau di Kabupaten Sleman.

2. Pemerintah Kabupaten Sleman hendaknya lebih memperhatikan ruang
terbuka hijau yang ada di Kabupaten Sleman dan tidak mengurangi
ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Sleman dengan alasan
pembangunan.

3. Pemerintah lebih mengatur secara rinci bentuk-bentuk ruang terbuka
hijau, dan luas minimum ruang terbuka hijau di dalam Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Sleman.
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